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URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

A. KEBIJAKAN PROGRAM 

Kebijakan Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak diarahkan pada (1) Peningkatan kualitas hidup dan peran 

perempuan di berbagai bidang pembangunan; (2) Peningkatan akses pelayanan 

yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang 

dan kelangsungan hidupnya; (3) Peningkatan sinergitas dan kerjasama dengan 

lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) Peningkatan 

perlindungan hak perempuan; dan (5) Peningkatan perlindungan khusus anak. 

Adapun Program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak  Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  

Program ini diarahkan pada pemberian layanan administrasi perkantoran 

dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan kepada 

masyarakat dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut: 

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Kegiatan ini diarahkan untuk penyusunan dokumen dan laporan 

perencanaan dan evaluasi kinerja. Adapun sub kegiatan sebagai 

berikut: 

● Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 

● Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; 

● Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; 

● Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; 

● Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; 

● Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD; 

● Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

● Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah. 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Kegiatan ini diarahkan untuk kinerja administrasi dan pelaporan 

keuangan. Adapun sub kegiatan sebagai berikut: 

● Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 

● Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; 

● Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; 

● Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; 
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● Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; 

● Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. 

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan sumber daya 

aparatur. Adapun sub kegiatan sebagai berikut: 

● Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; 

● Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. 

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan administrasi umum. 

Adapun sub kegiatan sebagai berikut: 

● Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor; 

● Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

● Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 

● Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

● Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

● Fasilitasi Kunjungan Tamu; 

● Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 

● Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD. 

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kegiatan ini diarahkan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan 

kantor. Adapun sub kegiatan sebagai berikut: 

● Pengadaan Mebel; 

● Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

● Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kegiatan ini diarahkan untuk penyediaan kebutuhan jasa kantor. 

Adapun sub kegiatan sebagai berikut: 

● Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 

● Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 
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g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Kegiatan ini diarahkan untuk pemeliharaan aset milik dinas. Adapun 

sub kegiatan sebagai berikut: 

● Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 

● Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 

● Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

● Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; 

● Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya. 

2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;  

Program ini diarahkan pada cakupan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan kepada masyarakat dengan kegiatan dan sub 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga 

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan program dan kegiatan PUG 

pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi 

melalui analisis gender. Adapun sub kegiatan sebagai berikut: 

● Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan 

PUG; 

● Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan 

Kabupaten/Kota; 

● Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk 

PPRG; 

● Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG. 

b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan 

Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini diarahkan untuk pendampingan peningkatan partisipasi 

perempuan. Adapun sub kegiatan sebagai berikut: 

● Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, 

Hukum, Sosial dan Ekonomi; 
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● Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi 

Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi. 

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini diarahkan untuk Lembaga layanan pemberdayaan 

perempuan yang mendapat pelatihan. Adapun sub kegiatan sebagai 

berikut: 

● Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia 

Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; 

● Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; 

● Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. 

3. Program Perlindungan Perempuan 

Program ini diarahkan untuk mengurangi rasio kekerasan terhadap 

perempuan termasuk TPPO dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini diarahkan untuk rakor pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan. Adapun sub kegiatan sebagai berikut: 

● Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan 

Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota; 

● Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. 

b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban 

Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini diarahkan untuk Lembaga layanan rujukan lanjutan bagi 

perempuan korban kekerasan. Adapun sub kegiatan sebagai berikut: 

● Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan 

Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota; 

● Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan 

Rujukan Lanjutan bagi Perempuan KorbanKekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota. 
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c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini diarahkan untuk lembaga penyediaan layanan 

perlindungan hak perempuan. Adapun sub kegiatan sebagai berikut: 

● Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana 

Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota; 

● Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan 

Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota; 

● Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi 

Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota; 

● Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. 

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 

Program ini diarahkan untuk Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi  

dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender 

(KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan kualitas keluarga. Adapun 

sub kegiatan sebagai berikut: 

● Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan 

Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota; 

● Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan 

Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota; 

● Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas 

Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. 

b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak 

yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini diarahkan untuk pemberdayaan kesejahteraan keluarga 

(PKK). Adapun sub kegiatan sebagai berikut: 

● Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota; 
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● Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; 

● Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; 

c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak 

Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. 

Kegiatan ini diarahkan untuk pemberdayaan berbasis kesetaraan 

gender. Adapun sub kegiatan sebagai berikut: 

● Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga 

dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah 

Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. 

5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 

Program ini diarahkan untuk cakupan pengelolaan system data gender dan 

anak dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan 

Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini diarahkan untuk KIE gender dan anak. Adapun sub 

kegiatan sebagai berikut: 

● Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota; 

● Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam 

Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota. 

6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 

Program ini diarahkan untuk cakupan pemenuhan hak anak dengan 

kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan 

Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini diarahkan untuk jejaring kemitraan lembaga PHA. Adapun 

sub kegiatan sebagai berikut: 

● Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada 

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 

Kewenangan Kabupaten/Kota; 

● Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota. 
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b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini diarahkan untuk lembaga layanan anak yang telah 

memiliki SPM. Adapun sub kegiatan sebagai berikut: 

● Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota; 

● Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; 

● Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan 

Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; 

● Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 

7. Program Perlindungan Khusus Anak 

Program ini diarahkan untuk anak korban kekerasan yang ditangani 

dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak 

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. 

Kegiatan ini diarahkan untuk kegiatan lintas sector pencegahan 

kekerasan terhadap anak. Adapun sub kegiatan sebagai berikut: 

● Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan 

kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA. 

b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini diarahkan untuk lembaga pendampingan anak yang 

memerlukan perlindungan khusus. Adapun sub kegiatan sebagai 

berikut: 

● Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK. 

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak 

yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini diarahkan untuk cakupan lembaga penyediaan layanan 

anak yang memerlukan perlindungan khusus. Adapun sub kegiatan 

sebagai berikut: 
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● Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan 

perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah 

Kabupaten/Kota. 

 

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 

1. REALISASI KEUANGAN 

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Tahun 2025 sebesar : 

OPD 
ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN (Rp) 

PERSEN 

TASE (%) 

URUSAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK 

18.774.880.469 16.866.579.882 89,84% 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SEMARANG 

   

JUMLAH 18.774.880.469 16.866.579.882 89,84% 

 

Capaian realisasi keuangan pada Tahun 2025 adalah 89,84% atau Rp 

16.866.579.882 dari pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 18.774.880.469. 
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Adapun perincian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Tahun 2025 

sebagai berikut : 

KODE 

REK 

PROGRAM/KEGIATAN/                        

SUB KEGIATAN 
ANGGARAN (Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(Rp) 

PERSEN 

TASE 

(%) 

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK 
18.774.880.469 16.866.579.882 89,84% 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SEMARANG 

   

01 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

            

14.084.990.743  

       

12.741.665.445  
90,46% 

2.01 

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

                   

74.744.020  

              

70.678.500  
94,56% 

0001 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 
23.474.000 

              

20.960.000  
89,29% 

0002 
Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD 
1.012.000 

                   

992.000  
98,02% 

0003 
Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-SKPD 
1.040.000 

                

1.033.000  
99,33% 

0004 
Koordinasi dan Penyusunan DPA-

SKPD 
1.012.000 

                

1.000.400  
98,85% 

0005 
Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA-SKPD 
1.040.000 

                

1.036.000  
99,62% 

0006 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

2.652.400 
                

2.652.400  
100,00% 

0007 
Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 
405.000 

                   

405.000  
100,00% 

0008 

Penyelenggaraan Wilidata 

Pendukung Statistik Sektoral 

Daerah 

                   

44.108.620  

              

42.599.700  
96,58% 

2.02 
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

            

10.824.625.748  

         

9.652.201.752  
89,17% 

0001 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 
10.548.895.748,04 

         

9.453.364.552  
89,61% 

0002 
Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 
272.620.000 

            

195.730.000  
71,80% 
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KODE 

REK 

PROGRAM/KEGIATAN/                        

SUB KEGIATAN 
ANGGARAN (Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(Rp) 

PERSEN 

TASE 

(%) 

0005 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

1.124.000 
                

1.121.200  
99,75% 

0006 
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan 
300.000 

                   

300.000  
100,00% 

0007 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD 

1.124.000 
                

1.124.000  
100,00% 

0008 

Penyusunan Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran 

562.000 
                   

562.000  
100,00% 

2.05 
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

                 

353.705.000  

            

337.193.500  
95,33% 

0005 
Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai 
150.380.000 

            

145.420.000  
96,70% 

0010 
Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan 
203.325.000 

            

191.773.500  
94,32% 

2.06 
Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 
707.924.303 685.855.517 96,88% 

0001 

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

6.999.950 
                

6.996.000  
99,94% 

0002 
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
167.499.356 

            

159.790.500  
95,40% 

0003 
Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga 
37.621.250 

              

36.858.941  
97,97% 

0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.783.360 
              

44.929.210  
88,47% 

0005 
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 
15.270.000 

              

15.238.600  
99,79% 

0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.000.000 
              

22.747.100  
94,78% 

0009 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
173.214.227,30 

            

169.864.016  
98,07% 

0011 

Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD 

232.536.160 
            

229.431.150  
98,66% 
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Bab 3 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

KODE 

REK 

PROGRAM/KEGIATAN/                        

SUB KEGIATAN 
ANGGARAN (Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(Rp) 

PERSEN 

TASE 

(%) 

2.07 

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

                 

133.872.090  

            

129.481.500  
96,72% 

0005 Pengadaan Mebel 39.104.000 
              

38.850.000  
99,35% 

0006 
Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 
72.659.770 

              

69.930.000  
96,24% 

0010 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

22.108.320 
              

20.701.500  
93,64% 

2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

              

1.172.571.070  

         

1.090.858.931  
93,03% 

0002 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 
207.732.000 

            

159.705.265  
76,88% 

0004 
Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 
964.839.070 

            

931.153.666  
96,51% 

2.09 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

                 

817.548.512  

            

775.395.745  
94,84% 

0001 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

39.910.050 
              

38.694.246  
96,95% 

0002 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

377.412.210 
            

338.542.152  
89,70% 

0006 
Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
46.810.821 

              

45.768.900  
97,77% 

0009 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

288.392.000 
            

288.264.247  
99,96% 

0010 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

65.023.431 
              

64.126.200  
98,62% 

02 

PROGRAM 

PENGARUSUTAMAAN GENDER 

DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

                 

764.036.727  

            

663.307.672  
86,82% 
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Bab 3 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

KODE 

REK 

PROGRAM/KEGIATAN/                        

SUB KEGIATAN 
ANGGARAN (Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(Rp) 

PERSEN 

TASE 

(%) 

2.01 

Pelembagaan Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada Lembaga 

Pemerintah Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

113.755.271 78.967.500 69,42% 

0001 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perumusan Kebijakan 

Pelaksanaan PUG 

58.390.400 
              

46.630.100  
79,86% 

0002 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan PUG Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

55.364.871 
              

32.337.400  
58,41% 

2.02 

Pemberdayaan Perempuan 

Bidang Politik, Hukum, Sosial, 

dan Ekonomi pada Organisasi 

Kemasyarakatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

102.500.000 92.691.600 90,43% 

0001 

Sosialisasi Peningkatan 

Partisipasi Perempuan di Bidang 

Politik, Hukum, Sosial dan 

Ekonomi 

102.500.000 
              

92.691.600  
90,43% 

2.03 

Penguatan dan Pengembangan 

Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

                 

547.781.456  
491.648.572 89,75% 

0001 

Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan kepada Lembaga 

Penyedia Layanan Pemberdayaan 

Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

301.390.486 
            

257.917.700  
85,58% 

0003 

Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

246.390.970 
            

233.730.872  
94,86% 

03 
PROGRAM PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN 

                 

874.861.477  

            

721.221.441  
82,44% 

2.01 

Pencegahan Kekerasan 

terhadap Perempuan Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota 

                 

224.214.117  

            

220.202.300  
98,21% 

0001 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Kebijakan, Program 

dan Kegiatan Pencegahan 

224.214.117 
            

220.202.300  
98,21% 
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Bab 3 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

KODE 

REK 

PROGRAM/KEGIATAN/                        

SUB KEGIATAN 
ANGGARAN (Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(Rp) 

PERSEN 

TASE 

(%) 

Kekerasan terhadap Perempuan 

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

2.02 

Penyediaan Layanan Rujukan 

Lanjutan bagi Perempuan 

Korban Kekerasan yang 

Memerlukan Koordinasi 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

                 

426.791.750  

            

324.424.891  
76,01% 

0001 

Penyediaan Layanan Pengaduan 

Masyarakat bagi Perempuan 

Korban Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

283.371.750 
            

226.626.393  
79,97% 

0002 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Penyediaan Layanan 

Rujukan Lanjutan bagi 

Perempuan Korban Kekerasan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

143.420.000 
              

97.798.498  
68,19% 

2.03 

Penguatan dan Pengembangan 

Lembaga Penyedia Layanan 

Perlindungan Perempuan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

                 

223.855.610  

            

176.594.250  
78,89% 

0001 

Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Penyediaan 

Sarana Prasarana Layanan bagi 

Perempuan Korban Kekerasan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

53.200.750 
              

34.535.000  
64,91% 

0002 

Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Lembaga Penyedia Layanan 

Penanganan bagi Perempuan 

Korban Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

44.000.000 
              

33.651.250  
76,48% 

0003 

Penyediaan Kebutuhan Spesifik 

bagi Perempuan dalam Situasi 

Darurat dan Kondisi Khusus 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

125.365.260 
            

107.133.000  
85,46% 

0004 

Penguatan Jejaring antar 

Lembaga Penyedia Layanan 

Perlindungan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

1.289.600 
                

1.275.000  
98,87% 

04 
PROGRAM PENINGKATAN 

KUALITAS KELUARGA 

              

1.314.719.130  

         

1.094.269.425  
83,23% 
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Bab 3 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

KODE 

REK 

PROGRAM/KEGIATAN/                        

SUB KEGIATAN 
ANGGARAN (Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(Rp) 

PERSEN 

TASE 

(%) 

2.01 

Peningkatan Kualitas Keluarga 

dalam Mewujudkan Kesetaraan 

Gender (KG) dan Hak Anak 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

              

1.193.100.880  

            

984.758.825  
82,54% 

0001 

Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan untuk 

Mewujudkan KG dan 

Perlindungan Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

1.132.600.000 
            

924.852.725  
81,66% 

0002 

Pelaksanaan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi KG dan 

Perlindungan Anak bagi Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

33.605.870 
              

33.212.100  
98,83% 

0003 

Pengembangan Kegiatan 

Masyarakat untuk Peningkatan 

Kualitas Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

26.895.010 
              

26.694.000  
99,25% 

2.02 

Penguatan dan Pengembangan 

Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Keluarga 

dalam Mewujudkan KG dan Hak 

Anak yang Wilayah Kerjanya 

dalam Daerah Kabupaten/Kota 

                 

121.618.250  

            

109.510.600  
90,04% 

0001 

Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Pengembangan 

Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Keluarga 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

121.618.250 
            

109.510.600  
90,04% 

05 

PROGRAM PENGELOLAAN 

SISTEM DATA GENDER DAN 

ANAK 

                 

209.769.098  

            

196.218.000  
93,54% 

2.01 

Pengumpulan, Pengolahan 

Analisis dan Penyajian Data 

Gender dan Anak Dalam 

Kelembagaan Data di Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

                 

209.769.098  

            

196.218.000  
93,54% 

0001 

Penyediaan Data Gender dan 

Anak di Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

75.671.500 
              

74.862.500  
98,93% 
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Bab 3 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

KODE 

REK 

PROGRAM/KEGIATAN/                        

SUB KEGIATAN 
ANGGARAN (Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(Rp) 

PERSEN 

TASE 

(%) 

0002 

Penyajian dan Pemanfaatan Data 

Gender dan Anak dalam 

Kelembagaan Data di 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

134.097.598 
            

121.355.500  
90,50% 

06 
PROGRAM PEMENUHAN HAK 

ANAK (PHA) 

              

1.264.596.873  

         

1.223.250.797  
96,73% 

2.01 

Pelembagaan PHA pada Lembaga 

Pemerintah, Nonpemerintah, 

dan Dunia Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

                 

817.729.643  

            

801.646.950  
98,03% 

0001 

Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Pemenuhan Hak 

Anak pada Lembaga Pemerintah, 

Non Pemerintah, Media dan Dunia 

Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

6.000.000 
                

5.249.600  
87,49% 

0002 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelembagaan Pemenuhan Hak 

Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

811.729.643 
            

796.397.350  
98,11% 

2.02 

Penguatan dan Pengembangan 

Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

                 

446.867.230  

            

421.603.847  
94,35% 

0001 

Penyediaan Layanan Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

220.584.040 
            

204.271.350  
92,60% 

0002 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Pendampingan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

60.247.790 
              

58.770.000  
97,55% 

0003 

Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi 

Pemenuhan Hak Anak bagi 

Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

117.847.460 
            

112.773.497  
95,69% 

0004 
Penguatan Jejaring antar 

Lembaga Penyedia Layanan 
48.187.940 45.789.000 95,02% 
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KODE 

REK 

PROGRAM/KEGIATAN/                        

SUB KEGIATAN 
ANGGARAN (Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(Rp) 

PERSEN 

TASE 

(%) 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

07 
PROGRAM PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK 
261.906.421 226.647.102 86,54% 

2.01 

Pencegahan Kekerasan 

Terhadap Anak yang Melibatkan 

para Pihak Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

150.166.421 147.315.000 98,10% 

0004 

Advokasi dan Pendampingan 

Perangkat Daerah dalam 

Pelaksanaan 

kebijakan/program/kegiatan 

pencegahan KTA 

45.700.000 43.988.000 96,25% 

0006 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pencegahan Kekerasan Terhadap 

Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

104.466.421 103.327.000 98,91% 

2.02 

Penyediaan Layanan bagi Anak 

yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus yang Memerlukan 

Koordinasi Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

86.720.000 56.709.102 65,39% 

0007 
Koordinasi Pelaksanaan Layanan 

AMPK 
86.720.000         56.709.102  65,39% 

2.03 

Penguatan dan Pengembangan 

Lembaga Penyedia Layanan bagi 

Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

25.020.000       22.623.000  90,42% 

0006 

Peningkatan Kapasitas SDM 

Lembaga Penyedia Layanan 

Perlindungan dan Penanganan 

bagi AMPK tingkat daerah 

Kabupaten/Kota 

25.020.000         22.623.000  90,42% 

  18.774.880.469 16.866.579.882 89,84% 
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Bab 3 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

2. HASIL YANG DICAPAI 

Capaian pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak  Tahun 2025 sebagai berikut :  

INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2025 REALISASI 

TAHUN 2024 TARGET REALISASI % 

1. Persentase ARG pada Belanja 

Langsung APBD 

7,95% 68,63% 863,27 48,90% 

2. Persentase Anak Korban Kekerasan 

yang Ditangani Instansi Terkait 

Kabupaten 

0,011% 0,037% 363,64 0,024% 

3. Rasio Kekerasan Terhadap 

Perempuan, Termasuk TPPO (per 

100.000 penduduk perempuan) 

11,44 

Rasio 

32,57 Rasio 284,70 28,73 Rasio 

4. Persentase Perempuan Korban 

Kekerasan dan TPPO yang 

Mendapatkan Layanan 

Komprehensif 

100% 100% 100 100% 

5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 74,71% 78,71% 105,35 73,86% 

6. Indeks Perlindungan Anak (IPA) 68,1% 78,82% 104,79 71,36% 

7. Rasio KDRT 0,021 

Rasio 

0,028 Rasio 133 0,031 Rasio 

 

Pada tabel diatas capaian indikator kinerja Persentase ARG pada 

belanja langsung APBD masih menggunakan realisasi Tahun 2024 

dikarenakan data ARG se Kota Semarang Tahun 2025 sedang di collect oleh 

Bappeda Kota Semarang. 

Adapun untuk capaian indikator kinerja Persentase anak korban 

kekerasan yang ditangani pada tahun 2025 adalah sebesar 0,039% dengan 

perhitungan sebagai berikut 

 Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani   

 ----------------------------------------  x 100%   (DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020) 

 Jumlah anak (Usia 0-19 th) 

      186 (sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 01-01-2025 s.d. 31-12-2025) 

=  -----------x 100% 

 478.327 (sumber : disdukcapil, s.d. semester 1 2025) 

 = 0,039% 

Hal ini naik sebesar 0,015% dibandingkan capaian tahun 2024 

sebesar 0,024%. Meskipun demikian, semua anak korban kekerasan pada 

tahun 2025 dapat ditangani oleh DP3A Kota Semarang dengan baik. 
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Bab 3 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Untuk indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan 

termasuk TPPO mengalami kenaikan di tahun 2025 dengan jumlah sebesar 

36,29 dengan perhitungan sebagai berikut: 

Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan   

 --------------------------------------  x 100.000 (DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020) 

Jumlah penduduk perempuan 

       312 (sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 01-01-2025 s.d. 31-12-2025) 

=  -----------x 100.000 

    859.687 (sumber : disdukcapil, s.d. semester 1 2025) 

= 36,29 

Hal ini naik sebesar 7,56 dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 

28,73. Dengan kenaikan tersebut semua perempuan korban kekerasan 

termasuk TPPO sudah tertangani semua dan mendapatkan layanan 

komprehensif dari DP3A Kota Semarang dan capaian indikator kinerja 

terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan. 

Sedangkan untuk capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender 

(IDG) adalah sebesar 78.71. Angka tersebut merupakan capaian IDG Kota 

Semarang Tahun 2024. Nilai IDG Kota Semarang tahun 2025 akan dirilis 

oleh BPS sekitar bulan Juni 2026. 

Dan untuk capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah 

sebesar 78.82. Angka tersebut merupakan capaian IPA Kota Semarang 

Tahun 2024. Nilai IPA Kota Semarang tahun 2025 akan dirilis oleh 

KemenPPPA dan BPS sekitar bulan November 2026. 

Adapun untuk indikator kinerja Rasio KDRT pada tahun 2025 adalah 

terealisasi sebesar 0,028% dengan perhitungan sebagai berikut: 

Jumlah kasus KDRT   

----------------------------  x 100%  

Jumlah rumah tangga 

      111 (sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 01-01-2025 s.d. 31-12-2025) 

=  -----------x 100% 

    395.981 (sumber : disdaldukkb, 2025) 

= 0,028% 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 terjadi 

peningkatan kasus korban KDRT (0,028%). Namun demikian kasus KDRT 

pada tahun 2025 sudah tertangani semua oleh DP3A Kota Semarang 

dengan baik (100%). 
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1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2025 REALISASI 

TAHUN 2024 TARGET REALISASI % 

1. Cakupan peningkatan kapasitas 

sumber daya aparatur 

100% 100% 100 100% 

2. Perencanaan dan pelaporan kinerja 

serta pelaporan keuangan DP3A 

100% 100% 100 100% 

3. Tersedianya sarana dan prasarana 

perkantoran DP3A 

100% 100% 100 100% 

 

Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target 

sejumlah 100%. Hal ini sama dengan capaian tahun 2024 sebesar 100%. 

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan 

yang telah dilaksanakan yaitu: 

a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan; 

b. Tersusunnya Dokumen RKA Murni; 

c. Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan; 

d. Tersusunnya Dokumen DPA Murni; 

e. Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan; 

f. Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja; 

g. Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja; 

h. Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah; 

i. Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN; 

j. Terpenuhinya Honor PA, KPA, PPK dan Bendahara; 

k. Tersusunnya Laporan Akhir Tahun; 

l. Tersusunnya Dokumen Pemeriksaan; 

m. Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran; 

n. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan; 

o. Tersusunnya Laporan Prognosis; 

p. Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM; 

q. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

Cukai; 

r. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik; 

s. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

t. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga; 

u. Tersedianya ATK, Makan dan Minum OPD; 
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v. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan; 

w. Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu; 

x. Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Rakor PPPA, Kegiatan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah; 

y. Tersedianya Dukungan Pelaksanaan SPBE; 

z. Tersedianya Mebel Kantor; 

aa. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor; 

bb. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor; 

cc. Terpenuhinya Langganan Telepon, Listrik, Air, dan Internet; 

dd. Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor; 

ee. Tersedianya BBM dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Jabatan; 

ff. Tersedianya BBM dan Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas; 

gg. Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kantor; 

hh. Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor; 

ii. Terpenuhinya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor. 

 

2) PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2025 REALISASI 

TAHUN 2024 TARGET REALISASI % 

1. Program Pengarusutamaan Gender 

dan Pemberdayaan Perempuan 

100% 100% 100 100% 

 

Pada tahun 2025 realisasi kinerja cakupan PUG dan pemberdayaan perempuan 

berhasil mencapai target sejumlah 100%. Hal ini sama dengan capaian 2024 

yang juga sebesar 100%. 

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang 

telah dilaksanakan yaitu : 

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 

dengan kegiatan sebagai berikut : 

● Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan pada 

tanggal 5 Maret 2025 di Pendopo Disdalduk KB diikuti 80 peserta; 

● Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan pada 

tanggal 11 Maret 2025 di Gedung Juang 45 diikuti 200 peserta; 
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● Monitoring dan Evaluasi Pembinaan PUG dilaksanakan pada tanggal 27 

Mei 2025 di Ruang Rapat DLH Kota Semarang diikuti 35 peserta; 

● Monitoring dan Evaluasi Pembinaan PUG dilaksanakan pada tanggal 27 

Mei 2025 di Ruang Rapat DPU Kota Semarang diikuti 35 peserta; 

● Monitoring dan Evaluasi Pembinaan PUG dilaksanakan pada tanggal 27 

Mei 2025 di Ruang Rapat DISHUB Kota Semarang diikuti 35 peserta; 

● Monitoring dan Evaluasi Pembinaan PUG dilaksanakan pada tanggal 27 

Mei 2025 di Aula Kantor DISPERKIM Kota Semarang diikuti 35 peserta; 

● FKKG dan PUSPA dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025 di Ruang 

Rapat Gedung PKK Kota Semarang diikuti 45 peserta; 

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan 

Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut : 

● Bimtek Pengisian Indikator LKE PPE dilaksanakan pada tanggal 27 

November 2025 di Dafam Hotel diikuti 130 peserta; 

● Kunjungan KEMEN PPPA dilaksanakan pada tanggal 4-5 Desember 2025 

di KEMEN PPPA Jakarta diikuti 4 peserta; 

c. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, 

Sosial dan Ekonomi dengan kegiatan sebagai berikut : 

● FGD Dewan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 di Aula Kelurahan 

Bulu Lor diikuti 45 peserta; 

● FGD Dewan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025 di Aula 

Kelurahan Rowosari diikuti 50 peserta; 

● FGD Dewan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025 di Gedung 

Oudetrap Kota Lama Semarang diikuti 50 peserta; 

● FGD Dewan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025 di Aula 

Kelurahan Tandang diikuti 50 peserta; 

● FGD Dewan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025 di Aula 

Kelurahan Kaligawe diikuti 50 peserta; 

d. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

● Pengajian Majelis Taklim dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025 

di Aula Balaikota diikuti 125 peserta; 

● Sosialisasi Packaging dan Pemasaran Online dilaksanakan pada tanggal 

17 Maret 2025 di Gedung PKK diikuti 45 peserta; 
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● Bimbingan Mental Muslim dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2025 di 

Aula Gedung Balaikota Semarang diikuti 90 peserta; 

● Workshop Pembuatan Buku Cerita Praktik Baik Pendidikan karakter 

Berbasis Kearifan Lokal dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2025 di 

Aula Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah diikuti 80 peserta; 

● Pengajian Majelis Taklim dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025 di 

Aula Balaikota diikuti 125 peserta; 

● Bimbingan Mental dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025 di Aula 

Balaikota diikuti 50 peserta; 

● Lomba Pembuatan APE Isi Piringku Beregu Bagi Guru TK dilaksanakan 

pada tanggal 28 April 2025 di Aula Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 

diikuti 80 peserta; 

● Musyawarah Kota V dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2025 di Aula 

Balaikota diikuti 200 peserta; 

● Pelatihan Batik Shibori dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025 di Aula 

Gedung Balaikota Semarang diikuti 50 peserta; 

● Bimtek Manajemen Tenaga Kependidikan PAUD/TK dilaksanakan pada 

tanggal 27 Mei 2025 di Aula Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah diikuti 

50 peserta; 

● Bimbingan Mental Non Muslim dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 

di Gedung PKK diikuti 60 peserta; 

● Pelatihan Pemanfaatan Limbah kain Perca dilaksanakan pada tanggal 13 

Juni 2025 di Gedung PKK diikuti 50 peserta; 

● Seminar Pencegahan Pernikahan Anak dilaksanakan pada tanggal 17 

Juni 2025 di Gedung PKK diikuti 5 peserta; 

● Peringatan HUT Ke-68 GOPTKI/PP PAUD dilaksanakan pada tanggal 25 

Juni 2025 di Rumah Dinas Walikota Semarang diikuti 250 peserta; 

● Pendidikan Karakter GOW dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025 di 

Gedung PKK diikuti 70 peserta; 

● Pengajian Majelis Taklim dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025 di Aula 

Balaikota diikuti 125 peserta; 

● Pelatihan Membuat Fried Chicken dilaksanakan pada tanggal 12 

Agustus 2025 di Pasar UMKM Johar Baru diikuti 80 peserta; 

● Lomba Story Telling Berbahasa Jawa TK Pertiwi dilaksanakan pada 

tanggal 26 September 2025 di Aula Balaikota diikuti 40 peserta; 
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● Pengajian Majelis Taklim dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 di 

Aula Balaikota diikuti 125 peserta; 

● Ziarah GOW dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2025 di TPU Bergota 

diikuti 30 peserta; 

● Peringatan HUT GOW dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2025 di 

Rumah Dinas Walikota Semarang diikuti 100 peserta; 

● Bimbingan Mental dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2025 di Aula 

Balaikota diikuti 50 peserta; 

● HUT Ke-26 Dharma Wanita Persatuan dilaksanakan pada tanggal 9 

Desember 2025 di Aula Balaikota diikuti 200 peserta; 

e. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut: 

● Penguatan Sekolah Perempuan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 

di Gedung Puspaga diikuti 40 peserta; 

● Pelatihan Kewirausahaan Perempuan (Menjahit) Angkatan 1 

dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2025 di LPK Permata diikuti 15 

peserta; 

● Pelatihan Kewirausahaan Perempuan (Menjahit) Angkatan 2 

dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 di LPK Permata diikuti 20 

peserta; 

● Pelatihan Kewirausahaan Perempuan (Menjahit) Angkatan 3 

dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025 di LPK Permata diikuti 

20 peserta; 

● Pra Kongres Perempuan dilaksanakan pada tanggal 19-20 November 

2025 di Taman Budaya Raden Saleh diikuti 300 peserta; 

 

3) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2025 REALISASI 

TAHUN 2024 TARGET REALISASI % 

1. Rasio Kekerasan Terhadap 

Perempuan Termasuk TPPO (per 

100.000 penduduk perempuan) 

11,44 

Rasio 

36,29 Rasio 317,22 28,73 Rasio 

 

Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil menangani 312 (tiga 

ratus dua belas) perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan seluruh 

korban telah terlayani secara komprehensif.  
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Pada tahun 2025 realisasi capaian adalah sebesar 36,29. Hal ini meningkat 

dibanding tahun 2024 yaitu sebesar 28,73, yang menunjukkan bahwa rasio 

kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang mengalami peningkatan 

sebesar 7,56. 

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang 

telah dilaksanakan yaitu : 

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan 

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut: 

● Peningkatan Peran Tokoh Agama Dalam Pencegahan KS dilaksanakan 

pada tanggal 18 Februari 2025 di Hotel Front One diikuti 64 peserta; 

● Peningkatan Peran Tokoh Agama Dalam Pencegahan KS dilaksanakan 

pada tanggal 25 Februari 2025 di Hotel Frontone diikuti 62 peserta; 

● FGD Edukasi Peran Laki-laki dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025 di Ruang 

Rapat Puspaga diikuti 40 peserta; 

● Peningkatan Kapasitas Pencegahan Terhadap Perempuan dan Anak 

dilaksanakan di Kelurahan Gedawang pada tanggal 22 Mei 2025 diikuti 

30 peserta; 

● Peningkatan Kapasitas Pencegahan Terhadap Perempuan dan Anak 

dilaksanakan di Kelurahan Padangsari pada tanggal 22 Mei 2025 diikuti 

30 peserta; 

● Peningkatan Kapasitas Pencegahan Terhadap Perempuan dan Anak 

dilaksanakan di Kelurahan Sumurboto pada tanggal 12 Juni 2025 

diikuti 30 peserta; 

● Peningkatan Kapasitas Pencegahan Terhadap Perempuan dan Anak 

dilaksanakan di Kelurahan Srondol Kulon pada tanggal 19 Juni 2025 

diikuti 30 peserta; 

● FGD Edukasi Peran Laki-laki dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak dilaksanakan di Aula Kecamatan Semarang Utara 

pada tanggal 26 Juni 2025 diikuti 40 peserta; 

● Peningkatan Kapasitas Pencegahan Terhadap Perempuan dan Anak 

dilaksanakan di Kelurahan Tinjomoyo pada tanggal 3 Juli 2025 diikuti 

30 peserta; 
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● FGD Edukasi Peran Laki-laki dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak dilaksanakan di Aula Kecamatan Semarang Timur 

pada tanggal 8 Juli 2025 diikuti 40 peserta; 

● Peningkatan Kapasitas Pencegahan Terhadap Perempuan dan Anak 

dilaksanakan di Kelurahan Jomblang pada tanggal 10 Juli 2025 diikuti 

30 peserta; 

● Peningkatan Kapasitas Pencegahan Terhadap Perempuan dan Anak 

dilaksanakan di Kelurahan Tegalsari pada tanggal 22 Juli 2025 diikuti 

30 peserta; 

● FGD Edukasi Peran Laki-laki dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak dilaksanakan di Balai Kelurahan Kedungmundu 

Timur pada tanggal 8 Juli 2025 diikuti 40 peserta; 

● Pertemuan dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KTP, KTA, TPPO, 

ABH dan Perkawinan Anak dilaksanakan di Hotel Front One pada 

tanggal 29 Juli 2025 diikuti 55 peserta; 

● FGD Edukasi Peran Laki-laki dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak dilaksanakan di Hotel Plaza pada tanggal 5 

Agustus 2025 diikuti 45 peserta; 

● Peningkatan Kapasitas Pencegahan Terhadap Perempuan dan Anak 

dilaksanakan di Kelurahan Pudakpayung pada tanggal 19 Agustus 2025 

diikuti 35 peserta; 

● Peningkatan Kapasitas Pencegahan Terhadap Perempuan dan Anak 

dilaksanakan di Kelurahan Pedalangan pada tanggal 26 Agustus 2025 

diikuti 35 peserta; 

● Peningkatan Kapasitas Pencegahan Terhadap Perempuan dan Anak 

dilaksanakan di Kelurahan Cabean pada tanggal 28 Agustus 2025 

diikuti 35 peserta; 

● Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perlindungan 

Perempuan dan Anak dilaksanakan di Hotel Plaza pada tanggal 28-29 

Oktober 2025 diikuti 123 peserta; 

● Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perlindungan 

Perempuan dan Anak dilaksanakan di Hotel Plaza pada tanggal 30 

Oktober 2025 diikuti 67 peserta; 
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b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana 

Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 

dengan kegiatan sebagai berikut : 

● Penguatan Jejaring Penanganan KtPA dilaksanakan pada tanggal 27 

Oktober 2025 di Hotel Front One diikuti 60 peserta; 

c. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan 

Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

● Pelatihan Bagi Perempuan dalam Kondisi Khusus dilaksanakan pada 

tanggal 17-18 September 2025 di LKP Media Karya diikuti 15 peserta; 

● Peningkatan Kapasitas Tenaga Layanan Shelter Warga dilaksanakan 

pada tanggal 24 September 2025 di Hotel Grasia Semarang diikuti 40 

peserta; 

● Trauma Healing dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2025 di Klub 

Merby diikuti 25 peserta; 

● Trauma Healing dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2025 di Taman 

Budaya Raden Saleh diikuti 25 peserta; 

● Trauma Healing dilaksanakan pada tanggal 13-14 November 2025 di 

Hotel Laras Asri Resort dan Spa Salatiga diikuti 50 peserta; 

d. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut: 

● Belanja Cetak Buku Saku JPPA dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025; 

 

4) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 

INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2025 REALISASI 

TAHUN 2024 TARGET REALISASI % 

1. Persentase Lembaga Layanan 

Keluarga yang Terfasilitasi 

100% 100% 100 100% 

 

Pada tahun 2025 realisasi kinerja fasilitasi lembaga layanan keluarga berhasil 

mencapai target sejumlah 100%. Hal ini sama dengan realisasi capaian tahun 

2024. 
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Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang 

telah dilaksanakan yaitu : 

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan 

Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

● Peringatan Hari Kartini Ke 146 Tingkat Kota Semarang dilaksanakan 

pada tanggal 21 April 2025 di Taman Budaya Raden Saleh Semarang 

diikuti 256 peserta; 

● Peringatan Hari Ibu dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025 di 

Taman Budaya Raden Saleh Semarang diikuti 500 peserta; 

b. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan 

Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

● Strategi dan Implementasi KRPPA dalam Mendukung Pelaksanaan 

Pengembangan RBI dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025 di Aula 

PUSPAGA Kota Semarang diikuti 65 peserta; 

● Strategi dan Implementasi KRPPA dalam Mendukung Pelaksanaan 

Pengembangan RBI dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025 di Aula 

PUSPAGA Kota Semarang diikuti 45 peserta; 

● Strategi dan Implementasi KRPPA dalam Mendukung Pelaksanaan 

Pengembangan RBI dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025 di Aula 

PUSPAGA Kota Semarang diikuti 60 peserta; 

● Strategi dan Implementasi KRPPA dalam Mendukung Pelaksanaan 

Pengembangan RBI dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 di Aula 

PUSPAGA Kota Semarang diikuti 60 peserta; 

● Strategi Program RBI untuk Mewujudkan KRPPPA dilaksanakan pada 

tanggal 22 September 2025 di Balai Kelurahan Kuningan diikuti 60 

peserta; 

● Strategi Program RBI untuk Mewujudkan KRPPPA dilaksanakan pada 

tanggal 24 September 2025 di Balai Kelurahan Bringin diikuti 55 

peserta; 

c. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut : 

● Kursus Singkat Pasangan Usia Subur dilaksanakan pada tanggal 13 

Maret 2025 di Kantor Kelurahan Mangkang Lor diikuti 60 peserta; 
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● PUSPAGA SEMAR Hadir Mendukung Kota Inklusif dilaksanakan pada 

tanggal 25 Mei 2025 di Balai Kelurahan Rowosari diikuti 75 peserta; 

● Kelas Konseling Kesehatan Mental Bersama PUSPAGA SEMAR dengan 

Tema “Buat Kerja Makin Asik, Saatnya Memprioritaskan Kesehatan 

Mental di Tempat Kerja” dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025 di 

Ruang Pertemuan PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal 

Semarang diikuti 115 peserta; 

● Kelas Konseling Kesehatan Mental Bersama PUSPAGA SEMAR dengan 

Tema “Buat Kerja Makin Asik, Saatnya Memprioritaskan Kesehatan 

Mental di Tempat Kerja” dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025 di 

Ruang Pertemuan PT. Marimas Putera Kencana diikuti 115 peserta; 

d. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

dengan kegiatan sebagai berikut : 

● Kelas Konseling Kesehatan Mental Bersama PUSPAGA SEMAR 

dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2025 di Pendopo Disdalduk KB Kota 

Semarang diikuti 55 peserta; 

● Konseling dan Parenting Bersama PUSPAGA SEMAR dilaksanakan pada 

tanggal 26 Mei 2025 di Aula SMP Negeri 27 Semarang diikuti 55 peserta; 

● Relawan SAPA Wujudkan Keluarga Berkualitas Bersama PUSPAGA 

SEMAR dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2025 di Balai Kelurahan 

Bangetayu Kulon diikuti 55 peserta; 

● KRPPA Dalam Rangka Mendukung Pengembangan RBI Menuju 

Indonesia Emas 2045 dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2025 di 

Gedung juang’45 Kota Semarang diikuti 115 peserta; 

● Peran Pondok Pesantren Cegah Pernikahan Anak dan Kekerasan 

Terhadap Anak Bersama PUSPAGA SEMAR dilaksanakan pada tanggal 

27 Agustus 2025 di Aula Puspaga Kota Semarang diikuti 35 peserta; 

● Konseling Kesehatan Mental Untuk Keluarga Pesisir Bersama PUSPAGA 

SEMAR dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2025 di Rumah Sehat 

Pertamina diikuti 55 peserta; 
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5) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 

INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2025 REALISASI 

TAHUN 2024 TARGET REALISASI % 

1. Cakupan Pengelolaan Sistem Data 

Gender dan Anak 

100% 100% 100 100% 

 

Pada tahun 2025 realisasi kinerja cakupan pengelolaan sistem data gender dan 

anak berhasil mencapai target sejumlah 100%. Hal ini sama dengan capaian 

pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%. 

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang 

telah dilaksanakan yaitu : 

a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

● Buku Profil Kota Layak Anak Kota Semarang Tahun 2024 dengan 

Anggaran Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2025 s/d 

14 Maret 2025 di Pemerintah Kota Semarang; 

● Buku Profil Gender Kota Semarang Tahun 2024 dengan Anggaran Tahun 

2025 dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025 s/d 30 juni 2025; 

b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan 

Data di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut : 

● Kegiatan Penguatan Media SAPA (Sayang Perempuan dan Anak) dalam 

Menyampaikan Informasi secara Transparan dan Akurat dilaksanakan 

pada tanggal 29 April 2025 di Lombok Idjo Setiabudi diikuti 43 peserta; 

● Penguatan Jejaring SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) di Kota 

Semarang Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 

2025 di Ruang Rapat Diskominfo diikuti 25 peserta; 

● Workshop dan Rapat Kerja Forum Media SAPA Kota Semarang tentang” 

Peliputan Bijak dalam Menggali Empati untuk Melindungi Perempuan 

dan Anak” Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 16-17 Oktober 2025 

di Hotel Griya Persada Kabupaten Semarang diikuti 40 peserta; 
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6) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK 

INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2025 REALISASI 

TAHUN 2024 TARGET REALISASI % 

1. Cakupan Pemenuhan Hak Anak 100% 100% 100 100% 

 

Pada tahun 2025 realisasi kinerja cakupan pemenuhan hak anak berhasil 

mencapai target sejumlah 100%. Hal ini sama dengan capaian pada tahun 2024 

yaitu sebesar 100%. 

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang 

telah dilaksanakan yaitu : 

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada 

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 

Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut : 

● Penguatan Jejaring APSAI dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 

di Pendopo Disdalduk KB diikuti 50 peserta; 

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut : 

● Evaluasi Satuan Pendidikan Ramah Anak dilaksanakan pada bulan Juni 

2025 di Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP diikuti 18 Satuan 

Pendidikan; 

● Lomba Dalam Rangka Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025 

dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2025 di Taman Budaya Raden 

Saleh diikuti 200 peserta; 

● Konferensi Forum Anak dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025 di 

Gedung Paripurna DPRD Kota Semarang diikuti 250 peserta; 

● Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 

21 Agustus 2025 di Halaman Balaikota Semarang diikuti 600 peserta; 

● Forum Group Discussion Peningkatan Peran Keluarga, Masyarakat dan 

Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Anak untuk Mewujudkan Program 

Kota Layak Anak dilaksanakan pada tanggal 11 September 2025 di Balai 

Kelurahan Kuningan diikuti 50 peserta; 

● Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak dilaksanakan pada tanggal 27 

November 2025 di Gedung Juang 45 diikuti 70 peserta; 
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c. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut : 

● Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kualitas Hidup Anak melalui 

Pola Pengasuhan Positif dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025 di 

Kelurahan Pandansari diikuti 50 peserta; 

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

● Penguatan Gugus Tugas Kelurahan/Kecamatan Kota Layak Anak 

dilaksanakan pada tanggall 25 Februari 2025 di Aula Kecamatan 

Banyumanik diikuti 80 peserta; 

● Lomba Kelurahan Layak Anak dilaksanakan pada tanggal 28-29 April 

2025 di Kelurahan Plalangan Kelurahan Gayamsari Kelurahan 

Tembalang Kelurahan Plombokan Kelurahan Bendan Dhuwur 

Kelurahan Gisikdrono diikuti 6 Kelurahan; 

● FGD Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Lingkungan Kelurahan 

dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025 di Kelurahan Bandarharjo 

diikuti 50 peserta; 

e. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak 

bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut : 

● Desiminasi Informasi Layak Anak dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 

2025 di Ruang Pertemuan Puspaga diikuti 50 peserta; 

● Bincang Offline Bocah Semarang (BOBS) dilaksanakan pada tanggal 28 

Februari 2025 di Pendopo Disdalduk Kb diikuti 50 peserta; 

● Jambore Forum Anak dilaksanakan pada tanggal 24-25 Oktober 2025 di 

Green Valley Bandungan diikuti 50 peserta; 

● Fasilitasi Forum Anak dilaksanakan pada tanggal 14 November 2025 di 

Pendopo Disdalduk KB diikuti 50 peserta; 

f. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

● Forum Group Discussion Peningkatan Implementasi Kelurahan Layak 

Anak dalam Mendukung Kota Layak Anak dilaksanakan pada tanggal 13 

Juni 2025 di Balai Kelurahan Jomblang diikuti 50 peserta; 
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● Pelatihan Konvensi Hak Anak dilaksanakan pada tanggal 27 November 

2025 di Gedung Juang 45 diikuti 70 peserta; 

 

7) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 

INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2025 REALISASI 

TAHUN 2024 TARGET REALISASI % 

1. Persentase Anak korban Kekerasan 

yang Ditangani 

0.01% 0.039% 390 0.024% 

 

Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil menangani 186 (seratus 

delapan puluh enam) anak korban kekerasan dan semua anak korban 

kekerasan dapat ditangani dengan baik.  

Pada tahun 2025 realisasi capaian adalah sebesar 0,039%. Hal ini naik dari 

realisasi capaian tahun 2024 sebesar 0,024%, yang menunjukkan bahwa 

korban kekerasan pada anak di Kota Semarang mengalami kenaikan. 

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang 

telah dilaksanakan yaitu : 

a. Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan 

Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, 

dengan kegiatan sebagai berikut: 

● Pertemuan dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KTP, KTA, TPPO, 

ABH dan Perkawinan Anak dilaksanakan di Hotel Front One pada 

tanggal 30 Juli 2025 diikuti 55 peserta; 

● Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perlindungan 

Perempuan dan Anak dilaksanakan di Hotel Plaza pada tanggal 30 

Oktober 2025 diikuti 67 peserta; 

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan Terhadap Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut: 

● Penguatan Kapasitas Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap 

Anak dilaksanakan pada tanggal 27 Februari di Hotel Metro diikuti 40 

peserta; 

● Pencegahan Kekerasan di Media Digital dilaksanakan di SMP Negeri 13 

Semarang pada tanggal 9 September 2025 diikuti 44 peserta; 

● Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah dilaksanakan di SMP 

Negeri 9 Semarang pada tanggal 11 September 2025 diikuti 80 peserta; 
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● Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah dilaksanakan di SMP 

Negeri 8 Semarang pada tanggal 16 September 2025 diikuti 80 peserta; 

● Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah dilaksanakan di SMP 

Negeri 12 Semarang pada tanggal 23 September 2025 diikuti 80 peserta; 

● Pencegahan Kekerasan di Media Digital dilaksanakan di SD Negeri 

Karangroto 04 pada tanggal 14 Oktober 2025 diikuti 44 peserta; 

● Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah dilaksanakan di SMP 

Negeri 27 Semarang pada tanggal 16 Oktober 2025 diikuti 80 peserta; 

● Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah dilaksanakan di SMP 

Negeri 25 Semarang pada tanggal 12 November 2025 diikuti 80 peserta; 

● Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah dilaksanakan di SMP 

Negeri 28 Semarang pada tanggal 17 November 2025 diikuti 80 peserta; 

● Pencegahan Kekerasan di Media Digital dilaksanakan di SMP Negeri 11 

Semarang pada tanggal 25 November 2025 diikuti 45 peserta; 

● Pencegahan Kekerasan di Media Digital dilaksanakan di SMP Negeri 22 

Semarang pada tanggal 26 November 2025 diikuti 44 peserta; 

● Peningkatan Kapasitas Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak 

dilaksanakan di Hotel Front One pada tanggal 27 November 2025 diikuti 

29 peserta. 

 

3. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 

Permasalahan yang dihadapi Urusan Wajib Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sebagai berikut :  

1. Masih terbatasnya jumlah dan jangkauan kegiatan pemberdayaan 

perempuan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi, 

sosial, dan keterampilan 

2. Kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat 

keluarga, masyarakat, dan kelembagaan masih relatif rendah 

3. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman keluarga mengenai 

ketahanan keluarga, meliputi aspek pengasuhan anak, komunikasi 

keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, dan pencegahan konflik 

keluarga 

4. Kasus kekerasan terhadap perempuan masih terjadi, baik kekerasan 

fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi 

5. Partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan khusus anak masih 

belum optimal 
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4. RENCANA TINDAK LANJUT 

Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut 

antara lain :  

1. Meningkatkan jumlah dan variasi kegiatan pemberdayaan perempuan 

yang berbasis kebutuhan lokal 

2. Melakukan sosialisasi kesetaraan gender kepada masyarakat dan 

pemangku kepentingan 

3. Melibatkan kader PKK, kader posyandu, dan tokoh masyarakat sebagai 

agen edukasi ketahanan keluarga 

4. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak 

5. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan khusus 

anak kepada masyarakat 

 

5. PRESTASI DAN PENGHARGAAN 

Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh Urusan Wajib 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yaitu :  

1. Pada Tahun 2025 Kota Semarang mendapatkan Peringkat Utama pada 

Penetapan Peringkat dan Penerima Penghargaan Kota Layak Anak 

Tahun 2025 oleh Kemen PPPA 

 

6. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN 

Kebijakan Strategis yang ditetapkan Urusan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sebagai berikut : 

No Kebijakan Strategis Dasar Hukum 
Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

1 Pembentukan Forum 

Anak Kota Semarang 

Periode Tahun 2025-

2027 

Keputusan Walikota 

Semarang Nomor 

400.2/1197 Tahun 

2025 

Forum Anak mempunyai 

fungsi sebagai sarana 

strategis bagi anak untuk 

berpartisipasi dalam proses 

pembangunan sesuai dengan 

jenjang wilayah di mana 

Forum Anak itu berada. 

2 Penghargaan Tokoh 

Responsif Gender Kota 

Semarang Tahun 2025 

Keputusan Wali Kota 

Semarang Nomor 

400.2.682 Tahun 2025  

Mendorong dan memberikan 

kontribusi Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender 

3 Pembentukan Tempat 

Penitipan Anak 

Keputusan Wali Kota 

Semarang Nomor 

Meningkatkan kualitas hidup 

anak guna pemenuhan hak 
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(Daycare) Kota 

Semarang 

400.2.5.1/544 Tahun 

2024 Berdasarkan 

Surat Edaran Gubernur 

Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 560/0002599 

anak dalam daerah 

kabupaten/ kota dan guna 

menjamin setiap anak 

mempunyai hak hidup, 

tumbuh kembang, dan 

pengasuhan sesuai harkat 

dan martabat kemanusiaan 

khususnya bagi anak 

pekerja/ buruh di Kota 

Semarang 

4 Pembentukan Forum 

Komunikasi 

Partisipasi Publik 

Untuk Kesejahteraan 

Perempuan dan Anak 

Kota Semarang Periode 

2022-2025 

Keputusan Wali Kota 

Semarang Nomor 

463/604 Tahun 2022 

Meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam 

penyelenggaraan 

pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak 

5 Pembentukan Forum 

Komunikasi 

Kesetaraan dan 

Keadilan Gender Kota 

Semarang 

Keputusan Wali Kota 

Semarang Nomor 

487.12/181 Tahun 

2022 

Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas komunikasi di 

bidang kesetaraan dan 

keadilan gender di Kota 

Semarang 

6 Pembentukan Forum 

Komunikasi 

Kesetaraan dan 

Keadilan Gender Kota 

Semarang 

Keputusan Walikota 

Semarang Nomor 

400.2/449 Tahun 2024 

Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas komunikasi di 

bidang kesetaraan dan 

keadilan gender di Kota 

Semarang 

7 Pemberdayaan dan 

Perlindungan 

Perempuan 

Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 7 

Tahun 2023 

Mendukung aktualisasi diri 

peremuan dan jaminan 

perlindungan dalam 

masyarakat di Kota Semarang 
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7. REKOMENDASI DPRD  

Rekomendasi DPRD pada LKPJ Wali Kota Semarang Akhir Tahun 

Anggaran 2024 pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

No 

Rekomendasi DPRD atas 

LKPJ Akhir Tahun 

Anggaran 2024 

Tindak Lanjut 
Tujuan/Masalah yang 

Diselesaikan 

1 Kasus kekerasan dalam 

rumah tangga semakin 

meningkat, untuk dapat 

segera dilakukan 

program-program dalam 

rangka menekan angka 

kekerasan terhadap 

perempuan dan anak 

- Peningkatan sosialisasi 

pencegahan kekerasan 

(keluarga, sekolah, dan 

masyarakat); 

- Penguatan UPTD PPA 

melalui optimalisasi layanan 

pengaduan dan hotline; 

- Penguatan koordinasi lintas 

sektor (APH, rumah sakit, 

lembaga layanan); 

- Serta pengembangan 

Kelurahan Ramah 

Perempuan dan Peduli Anak. 

- Menekan angka kekerasan 

terhadap perempuan dan 

anak; 

- Meningkatnya keberanian 

korban untuk melapor; 

- Serta meningkatkan 

layanan dan akses 

perlindungan korban. 

2 Program peningkatan 

partisipasi perempuan 

dalam kebijakan politik 

Pelaksanaan pendidikan 

politik perempuan melalui 

penguatan forum perempuan 

dan fasilitasi keterlibatan 

perempuan dalam 

musrenbang dan forum 

publik, serta mendorong 

keterwakilan perempuan 

dalam kelembagaan. 

Meningkatkan partisipasi 

dan keterwakilan 

perempuan dalam 

pengambil keputusan 

publik serta lebih responsif 

gender. 

 

Mengetahui dan menyetujui, 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Semarang 

 

 

 

(Dr. dr. EKO KRISNARTO, Sp.KK) 

Pembina Utama Muda 

NIP 197012272006041002 



VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : FKKG dan PUSPA / Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan 

Kebijakan Pelaksanaan PUG 

 

29 Oktober 2025 di Gedung PKK Kota Semarang 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Bimbingan Teknis Pengisian Indikator LKE PPE / Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

27 November 2025 di Hotel Dafam Semarang 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : FGD Dewan / Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di 

Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 

 

28 Mei 2025 di Kelurahan Bulu Lor 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : HUT Ke-26 Dharma Wanita Persatuan / Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

9 Desember 2025 di Aula Balaikota Semarang 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Pra Kongres Perempuan / Pengembangan Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

9 Desember 2025 di Aula Balaikota Semarang 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : FGD Edukasi Peran Laki-laki dalam Pencegahan KTPA / 

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan 

Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

 

5 Agustus 2025 di Hotel Plaza 

 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Evaluasi ISO/Surveilance ISO / Penyediaan Layanan Pengaduan 

Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

30 Juli 2025 di UPTD PPA Kota Semarang 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Pendampingan Visum di RSWN / Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

22 Desember 2025 di RSWN 

 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Penguatan Jejaring Penanganan KtPA / Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

27 Oktober 2025 di Hotel Front One  

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak / Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan 

Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

2 – 3 Juli 2025 di Hotel Candi Indah Convention 

 

 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Trauma Healing / Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi 

Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

13 - 14 November 2025 di Hotel Laras Asri Resort dan Spa Salatiga 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Belanja Cetak Buku Saku JPPA / Penguatan Jejaring antar 

Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 

                           

7 Mei 2025 

 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Peringatan Hari Ibu / Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/kota 

 

22 Desember 2025 di Taman Budaya Raden Saleh 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Strategi dan Implementasi KRPPA dalam Mendukung Pelaksanaan 

Pengembangan RBI / Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan 

Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

30 Juni 2025 di Puspaga Kota Semarang 

 

 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Kursus Singkat Pasangan Usia Subur / Pengembangan Kegiatan 

Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

13 Maret 2025 di Kelurahan Mangkang Kulon 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : KRPPA dalam Rangka Mendukung Pengembangan RBI Menuju 

Indonesia Emas 2045 / Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 

25 Agustus 2025 di Gedung Juang 45 

 

 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Buku Profil Gender Kota Semarang Tahun 2024 dengan Anggaran 

Tahun 2025 / Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 

                       

26 Mei 2025 s/d 30 Juni 2025 di Pemerintah Kota Semarang 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Workshop dan Rapat Kerja Forum Media SAPA Kota Semarang 

Tentang “Peliputan Bijak dalam Menggali Empati untuk Melindungi Perempuan dan Anak” Tahun 

2025 / Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

16 - 17 Oktober 2025 di Hotel Griya Persada Kabupaten Semarang 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Penguatan Jejaring - APSAI / Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan 

Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

10 Oktober 2025 di Pendopo Disdalduk kB 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025 / Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

21 Agustus 2025 di Balaikota Semarang 

 

 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : FGD Penguatan Kualitas Hidup Anak melalui Pola Pengasuhan 

Positif / Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

10 Juli 2025 di Kelurahan Pandansari 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Lomba Kelurahan Layak Anak / Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 

28 - 29 April 2025 di 6 Kelurahan 

 

 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Jambore Forum Anak / Pengembangan Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 

24 - 25 Oktober 2025 di Green Valley Bandungan 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Pelatihan Konvensi Hak Anak / Penguatan Jejaring antar 

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 

12 - 13 November 2025 di Hotel Muria 

 

 
 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan 

Perempuan dan Anak / Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan 

Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA 

 

30 Oktober 2025 di Hotel Plaza 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Penguatan Kapasitas Keluarga dalam Pencegahan KTA / 

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

27 Februari 2025 di Hotel Metro 

 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Pendampingan Sidang Kasus KTAS di Pengadilan Negeri Semarang 

/ Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK 

 

4 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Semarang 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap 

Perempuan dan Anak / Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan 

dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 

22 – 23 September 2025 di Hotel Grasia Semarang 

 

Mengetahui dan menyetujui, 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Semarang 

 

 

 

(Dr. dr. EKO KRISNARTO, Sp.KK) 

Pembina Utama Muda 

NIP 197012272006041002 



PENYELENGGARAAN 

TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2025 

(Bersumber dana APBN) 

 

Penyelenggaraan urusan tugas pembantuan yang memuat : 

1. Dasar Hukum       : NIHIL 

DIPA Nomor       : NIHIL 

2. Instansi Pemberi Tugas     : NIHIL 

3. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan : NIHIL 

4. Program        : NIHIL 

Kegiatan       : NIHIL 

Sub Kegiatan       : NIHIL 

5. Anggaran      : NIHIL 

6. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  : NIHIL 

7. Hambatan/ Permasalahan     : NIHIL 

8. Solusi/Rencana Tindak Lanjut    : NIHIL 

 

Masing - masing tugas dirinci sesuai format dibawah ini : 

 

Tabel 1. 

NO 

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 

KET. 
NAMA 

PROGRAM,KEGIATAN 
DAN SUB KEGIATAN 

URAIAN LOKASI 
JUMLAH 

DANA 
SUMBER 

DANA 

 
 
 

 

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

 

Tabel 2. 

NO 

PENYELENGGARAAN TUGAS TUGAS YANG DIPERBANTUKAN 

KET. 
NAMA PROGRAM, 

KEGIATAN DAN SUB 

KEGIATAN 

URAIAN LOKASI 
JUMLAH 

DANA 
SUMBER 

DANA 

 
 
 
 

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

 

 

Mengetahui dan menyetujui, 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Semarang 

 

 

 

(Dr. dr. EKO KRISNARTO, Sp.KK) 

Pembina Utama Muda 

NIP 197012272006041002 


